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KATA PENGANTAR 

     Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, 

kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat evaluasi pelaksanaan 

Renja Tahun lalu dab berjalan Capaian Renstra, analisis capaian kinerja pelayanan, isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bahan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Purwakarta. 

Kami menyadari dokumen ini masih jauh sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan 

masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik berupa saran maupun kritik yang sifat nya 

membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya. 

Harapan kami Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan capaian kinerja dalam penyelenggaran tugas 

pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. 

 

Purwakarta, 31 Juli 2024    

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Purwakarta 

 

 

 

YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP., M.Si 

NIP 19790402 19981 01 001 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan penyelenggara 

urusan pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 

Negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis. Perencanaan 

tersebut tertuang dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 

Perubahan Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam 

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan 

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 

1. Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk pedoman 

penyusunan KUA perubahan,PPAS perubahan,RKA 

perubahan yang kemudian berubah menjadi DPA perubahan 

melalui penetapan APBD Perubahan Kesbangpol program 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) tahun 2024. 

2. Perubahan Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk 

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk 

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam 

Rencana Kerja Tahunan. 

1.2. Landasan Hukum. 
 

Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);   

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
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1114); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis  

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

11. Keputusan menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang 

perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan 

Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 

Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2008 Nomor 16); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1); 

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66); 

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. 

17. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2024 
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1.3 Maksud dan Tujuan. 
 

1.3.1 Maksud 
 

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah dalam rangka 

melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, dalam rangka menjaga konsitensi dan keterpaduaan dalam 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan 

program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. 

1.3.2 Tujuan 
 

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dalam mengoprasional kan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 

Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sesuai dengan 

tugas, pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah 

Daerah, serta memudahkan melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun 

kedepan 

 

1.4. Sistimatika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) . 
 

 Bab. I Pendahuluan 
 

1.1. Latar Belakang 
 

1.2. Landasan Hukum 
 

1.3. Maksud dan Tujuan 
 

1.4. Sistematika Penulisan 
 

 Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 
2024 

 

2.1. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi 

Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 

 Bab. III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. 
 
2.1. Bab ini menggunakan prioritas pembangunan rencana kerja dan pendanaan  

       Perangkat daerah  

 Bab IV Penutup 
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BAB. II 
 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI 
DENGAN TRIWULAN II BADAN KESBANGPOL 

TAHUN 2023 

 

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2023 

dan Capaian Kinerja Renstra Badan Kesbangpol. 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 pada triwulan II dilakukan guna 

mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang urusan yang diampunya. 

Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja 

indicator program pada setiap bidang urusan yang dilaksanakan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja 

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan 

pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Purwakarta. 

Pada pelaksanaan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 

telah dilakukan Pergeseran APBD Tahun 2024 guna menindaklanjuti beberapa 

kebijakan pemerintah dan daerah yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu : 

1. Penyesuaian program dan kegiatan serta subkegiatan hasil analisis terhadap 

realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I Tahun 2024; 

2. Penyesuaian proyeksi kebutusan pagu anggaran belanja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 

3. Penyesuaian pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan 

4. Hasil pengendalian dan evakuasi pelaksanaan renja triwullan II Tahun 2024 

 

Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 

sampai dengan triwullan II ini belum menunjukan hasil yang optimal terkait 

dengan tingkat capaian kinerja program perangkat daerah beserta tingkat 

capaian kinerja program perangkat daerah beserta tingkat penyerapan atau 
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realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut 

harus dievaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian. Hasil evaluasi 

periode triwullan II pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 

berpedoman pada RKPD Tahun 2024 dengan pagu anggaran 

Rp.10.509.398.223,00,- Namun pada penyusunan RKA ada Penambahan 

Rp.41.069.579.221,- sehingga bertambah menjadi Rp.51.578.977.434 

2. Dalam Parsial I tidak ada perubahan hanya mengalami pergeseran pada 

program penyelenggaraan pemerintahan yaitu; 

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pada Sub Pelaksanaan 

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan dihapus 

anggarannya sebesar Rp.349.994.000 

- Diperuntukan untuk belanja Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin 

lainnya sebesar Rp.199.750.000,-, Kegiatan Perumusan kebijakan teknis 

dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter 

kebangsaan Sebesar Rp.67.393.900,-, Kegiatan perumusan kebijakan 

teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 

umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik sebesar Rp. 

51.871.200,- Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebesar Rp. 

30.978.900,- 

3. Dan untuk parsial II tidak ada perubahan hanya mengalami pergeseran 

Anggaran. 

Dalam mencapai kinerja dengan program dan kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta misi yang telah dilaksanakan 
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dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan 

permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ditahun 2024, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengevaluasi 6 program dengan 

13 Kegiatan dan 33 Sub. Kegiatan yang telah ditetapkan. 

Adapun Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 

dibawah ini : 
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Tabel 2.1 

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN 

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN 

PURWAKARTA s.d TAHUN 2023  

 

No Sasaran 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Kinerja Anggaran 

Indikator Satuan Target Realisasi Target Realisasi Presentase 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Meningkatnya 
Akuntabitas Publik 
dan Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

       

  Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

       

  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Laporan 1 1 10.000.000 9.799.000 97,99 

  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Dokumen 0 0 9.935.900 0 0,0 

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

       

  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Laporan 1  9.999.600  7.863.500 78,64 

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

orang/bulan 11 0 1.715.936.070 943.880.201 55,01 

  Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah 
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  Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

umlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 

Laporan 4 0 9.904.300 0 0,0 

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

       

  Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

orang 5 0 50.000.000 0 0,0 

  Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Dokumen 1 0 9.966.800 0 0,0 

  Pengadaan Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 
Kelengkapan 

Paket 1 0 64.600.000 0 0,0 

  Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

       

  Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Paket 1 0 38.050.000 20.602.000 54,14 

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Paket 1 0 38.468.000 19.407.000 50,45 

  Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Paket 12 0 149.999.200 69.672.000 46,45 

  Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Paket 2 0 98.028.000 38.386.000 39,16 

  Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Laporan 1 0 33.000.000 12.315.000 37,32 

  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Laporan 12 0 150.000.000  63.599.310 42,4 
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  Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

Dokumen 1 0 50.000.000 0 0,0 

  Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

       

  Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

unit 5 0 167.497.000 199.750.000 119,26 

  Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

unit 11 0 93.648.000 0 0,0 

  Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

       

  Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Laporan  12 0 20.000.000 9.145.000 45,73 

  Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Laporan  12 0 72.020.400 32.723.921 45,44 

  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Laporan  12 0 567.198.664 314.610.860 55,47 

  Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

       

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

unit 7 0 29.900.000 13.756.088 46,01 

  Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

unit 43 0 27.310.000 15.831.000 57,97 

  Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

unit 1 0 199.894.000 0 0,0 
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yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

2. 

Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Kerukunan 
Masyarakat 

Program Penguatan Ideologi 
Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

       

  Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

       

  Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

orang 100 0 928.764.900 268.546.000 28,91 

3. 

Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Kerukunan 
Masyarakat 

Program Peningkatan Peran Partai 
Politik dan Lembaga Pendidikan 
Melalui Pendidikan Politik dan 
Pengembangan Etika Serta Budaya 
Politik 

       

  Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 

       

  Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 

Laporan 1 0 575.228.000 199.690 34,71 
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Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

dan Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

  Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, 
Pemilihan Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

Orang 100  44.384.886.200 30.300.000.000 68,27 

4. 

Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Kerukunan 
Masyarakat 

Program Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

       

  Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

       

  Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

Orang 12 0 224.920.000 4.000.000 1,78 

5. 

Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Kerukunan 
Masyarakat 

Program Pembinaan dan 
Pengembangan Ketahanan 
Ekonomi Sosial dan Budaya 
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  Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

       

  Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Orang 65 0 130.978.900 3.525.000 2,69 

  Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Orang 10 0 49.987.000 9.814.500 19 

  Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Laporan 3 0 0 0 0,0 

6. 

Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Kerukunan 
Masyarakat 

Program Peningkatan 
Kewaspadaan Nasional dan 
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 
Penanganan Konflik Sosial 

       

  Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial 
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  Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi di 
Bidang Kewaspadaan 
Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

Orang 16 0 100.089.500 71.397.500 71,33 

  Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja 
Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspadaan Perbatasan 
antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

Laporan  5 0 621.510.000 487.264.000  78,4 

  Pelaksanaan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Forum 
Koordinasi Pimpinan 
Daerah Kabupaten/Kota 

Dokumen 2 0 647.507.000 264.600.000 40,86 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  

PERANGKAT DAERAH 

 
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purwakarta, pada dasarnya kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Purwakarta adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di 

Kabupaten Purwakarta. Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan dalam 

tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah 

“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH” Tujuan 1: 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel, Tujuan 2: 

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai  Sasaran 

ke-1 Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Sasaran ke-2 Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat 

dengan strategi ke-1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, strategi ke-2 

Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat Dengan ditetapkannya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka program dan kegiatan yang dirancang 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 terdiri atas 6 (Enam) 

program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 51.578.997.434,- 

(Lima Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh 

Tujuh Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), namun dengan adanya perubahan anggaran 

maka pagu indikatif program dan kegiatan perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 32.380.192.175,- (Tiga Puluh Dua 

Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh 

Lima Rupiah). Rekapitulasi program, kegiatan perubahan tahun anggaran 2024 adalah 

sebagai berikut : (Matriks Perubahan terlampir); 
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PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. PURWAKARTA 
TAHUN 2024 

NO KODE 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / 

PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 
INDIKATOR 
PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

KELOMPOK 
SASARAN 

PRAKIRAAN 
MAJU RENCANA 
TAHUN 2025 

PERANGKAT 
DAERAH 

PENANGGUN
G JAWAB 

 

TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang     
(10-12) 

LOKASI SUMBER 
DANA 

PRIORITAS TARGE
T 

PAGU 
INDIKATI
F (Rp) 

 

  SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD 
PERUBAHAN 

2024 

NASIONAL DAERAH 
 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 

    
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

  
10,509,398,223.00 51,578,977,434.00 51,381,227,637.00 40,871,829,414.00 

    
0.00 

  

 

  

8 UNSUR 
PEMERINTAHAN 
UMUM 

      

10,509,398,223.00 51,578,977,434.00 51,381,227,637.00 40,871,829,414.00 

            

0.00 

  

 

  

8.01 KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

      

10,509,398,223.00 51,578,977,434.00 51,381,227,637.00 40,871,829,414.00 

            

0.00 

  

 

1. 8.01.01 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

- - - 4,088,634,734.00 3,715,355,934.00 3,915,105,934.00 -4,088,634,734.00             0.00   
 

  8.01.01.2.01 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

- 100 
Persen 

50,000,000.00 19,935,900.00 19,935,900.00 -30,064,100.00     - - 
- 

Bakesbangpo
l 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.01.00
01 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
  

 

      Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

0.00 
Dokumen 

1 
Dokumen 

10,000,000.00 9,935,900.00 9,935,900.00 -64,100.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.01.00
02 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 
  

 

      Jumlah Dokumen 
RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

1.00 
Dokumen 

1.00 
Dokumen 

10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- 10. 
Reformas
i 
Birokrasi 
dan 
Pelayana
n Publik 
10. 
Reformas
i 
Birokrasi 
dan 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 
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Pelayana
n Publik 

  
8.01.01.2.01.00
04 

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 
  

 

      Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Dokumen 
DPA-SKPD 

1.00 
Dokumen 

1.00 
Dokumen 

10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.01.00
06 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
  

 

      Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

1.00 
Laporan 

1.00 
Laporan 

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.01.00
07 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
  

 

      Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

1.00 
Laporan 

1.00 
Laporan 

10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  8.01.01.2.02 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Meningkatnya 
kualitas pengelolaan 
dan pelayanan 
administrasi 
keuangan kantor 

- 100 
Persen 

1,805,936,070.0
0 

1,725,935,670.
00 

1,725,935,670.
00 

-80,000,400.00     - - 
- 

Bakesbangpo
l 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.02.00
01 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
  

 

      Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

1.00 
Orang/ 
bulan 

11 
Orang/b 
ulan 

1,765,936,070.0
0 

1,715,936,070.
00 

1,715,936,070.
00 

-50,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 
DANA 
PERIMBANGA
N 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.02.00
04 

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 
  

 

      Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

1.00 
Dokumen 

1.00 
Dokumen 

10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 
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8.01.01.2.02.00
05 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
  

 

      Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

1.00 
Laporan 

1.00 
Laporan 

10,000,000.00 9,999,600.00 9,999,600.00 -400.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.02.00
06 

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 
  

 

      Jumlah Dokumen 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 

1.00 
Dokumen 

1.00 
Dokumen 

10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.02.00
07 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 
  

 

      Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
dan Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulana 
n/Semesteran SKPD 

1.00 
Laporan 

1.00 
Laporan 

10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  8.01.01.2.03 Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

Meningkatnya 
kualitas pengelolaan 
administrasi BMD 
Perangkat Daerah 

- 100 
Persen 

10,000,000.00 9,904,300.00 9,904,300.00 -95,700.00     - - 
- 

Bakesbangpo
l 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.03.00
05 

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 
  

 

      Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

1.00 
Laporan 

4 
Laporan 

10,000,000.00 9,904,300.00 9,904,300.00 -95,700.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  8.01.01.2.05 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

meningkatnya 
kualitas kedisiplinan 
pegawai 

- 100 
Persen 

140,000,000.00 124,566,800.00 124,566,800.00 -15,433,200.00     - - 
- 

Bakesbangpo
l 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.05.00
02 

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 
  

 

      Jumlah Paket 
Pakaian Dinas 
beserta Atribut 
Kelengkapan 

1.00 
Paket 

1.00 
Paket 

80,000,000.00 64,600,000.00 64,600,000.00 -15,400,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.05.00
03 

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 
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      Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

1.00 
Dokumen 

1.00 
Dokumen 

10,000,000.00 9,966,800.00 9,966,800.00 -33,200.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.05.00
09 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
  

 

      Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan 

1.00 
Orang 

5 Orang 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  8.01.01.2.06 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Meningkatnya 
kualitas pengelolaan 
dan pelayanan 
administrasi umum 
kantor 

- 100 
Persen 

620,000,000.00 557,545,200.00 557,545,200.00 -62,454,800.00     - - 
- 

Bakesbangpo
l 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.06.00
01 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
  

 

      Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

18.00 
Paket 

1 Paket 50,000,000.00 38,050,000.00 38,050,000.00 -11,950,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.06.00
02 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
  

 

      Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

1.00 
Paket 

1.00 
Paket 

50,000,000.00 38,468,000.00 38,468,000.00 -11,532,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.06.00
03 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
  

 

      Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan 

25.00 
Paket 

25.00 
Paket 

20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.06.00
04 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
  

 

      Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

50.00 
Paket 

12 Paket 150,000,000.00 149,999,200.00 149,999,200.00 -800.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.06.00
05 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
  

 



20 | 

 

      Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

11.00 
Paket 

2 Paket 100,000,000.00 98,028,000.00 98,028,000.00 -1,972,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.06.00
08 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 
  

 

      Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

1.00 
Laporan 

1.00 
Laporan 

50,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 -17,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.06.00
09 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
  

 

      Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

1.00 
Laporan 

12 
Laporan 

150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.06.00
11 

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 
  

 

      Jumlah Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

1.00 
Dokumen 

1.00 
Dokumen 

50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  8.01.01.2.07 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Meningkatnya 
Kualitas Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

- 100 
Persen 

650,000,000.00 361,145,000.00 560,895,000.00 -89,105,000.00     - - 
- 

Bakesbangpo
l 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.07.00
01 

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
  

 

      Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Disediakan 

5.00 Unit 5.00 Unit 200,000,000.00 0.00 0.00 -200,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.07.00
02 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
  

 

      Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

5.00 Unit 5.00 Unit 150,000,000.00 0.00 0.00 -150,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.07.00
05 

Pengadaan Mebel 
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      Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

5.00 Unit 11 Unit 100,000,000.00 93,648,000.00 93,648,000.00 -6,352,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.07.00
06 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
  

 

      Jumlah Unit 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang 
Disediakan 

10.00 
Unit 

9 Unit 150,000,000.00 267,497,000.00 467,247,000.00 317,247,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.07.00
11 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
  

 

      Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

1.00 Unit 1.00 Unit 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Meningkatnya 
kualitas pengelolaan 
dan pelayanan 
administrasi umum 
kantor 

- 100 
Persen 

632,698,664.00 659,219,064.00 659,219,064.00 26,520,400.00     - - 
- 

Bakesbangpo
l 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.08.00
01 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
  

 

      Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

12.00 
Laporan 

12.00 
Laporan 

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.08.00
02 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
  

 

      Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

12.00 
Laporan 

12.00 
Laporan 

70,000,000.00 72,020,400.00 72,020,400.00 2,020,400.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.08.00
04 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
  

 

      Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

12.00 
Laporan 

12.00 
Laporan 

542,698,664.00 567,198,664.00 567,198,664.00 24,500,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 
DANA 
PERIMBANGA
N 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  8.01.01.2.09 Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Meningkatnya 
kualitas aset BMD 
Perangkat Daerah 

- 100 
Persen 

180,000,000.00 257,104,000.00 257,104,000.00 77,104,000.00     - - 
- 

Bakesbangpo
l 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 
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8.01.01.2.09.00
01 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
  

 

      Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

10.00 
Unit 

7 Unit 30,000,000.00 29,900,000.00 29,900,000.00 -100,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.09.00
06 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
  

 

      Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

4.00 Unit 43 Unit 50,000,000.00 27,310,000.00 27,310,000.00 -22,690,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.09.00
09 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
  

 

      Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilit
asi 

1.00 Unit 1.00 Unit 50,000,000.00 199,894,000.00 199,894,000.00 149,894,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.01.2.09.00
11 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
  

 

      Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilit
asi 

1.00 Unit 1.00 Unit 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

2. 8.01.02 PROGRAM 
PENGUATAN 
IDEOLOGI 
PANCASILA DAN 
KARAKTER 
KEBANGSAAN 

- - - 1,150,000,000.00 861,371,000.00 928,764,900.00 -1,150,000,000.00             0.00   
 

  8.01.02.2.01 Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan 
Bidang Ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 

Terpenuhinya 
pencapaian 
pengembangan 
wawasan 
kebangsaan dan 
pembauran bangsa 
bagi LSM, ORMAS, 
Guru dan Pelajar 

- 100 
Persen 

1,150,000,000.00 861,371,000.00 928,764,900.00 -221,235,100.00     - - 
- 

Tokoh 
masyarakat 
pengurus 
FPK 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.02.2.01.00
03 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 
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      Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka 
Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

100.00 
Orang 

100.00 
Orang 

1,150,000,000.00 861,371,000.00 928,764,900.00 -221,235,100.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

3. 8.01.03 PROGRAM 
PENINGKATAN 
PERAN PARTAI 
POLITIK DAN 
LEMBAGA 
PENDIDIKAN 
MELALUI 
PENDIDIKAN 
POLITIK DAN 
PENGEMBANGAN 
ETIKA SERTA 
BUDAYA POLITIK 

- - - 3,170,763,489.00 44,908,243,000.0
0 

44,762,364,403.00 -3,170,763,489.00             0.00   
 

  8.01.03.2.01 Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan 
Bidang Pendidikan 
Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan 
Demokrasi, 
Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik 

Tercapainya 
stabilitas politik yang 
aman dan kondusif 

- 100 
Persen 

3,170,763,489.00 44,908,243,000.0
0 

44,762,364,403.00 41,591,600,914.00     - - 
- 

Tokoh 
masyarakat 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.03.2.01.00
03 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 
  

 

      Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

100.00 
Orang 

100.00 
Orang 

3,070,763,489.00 44,333,015,000.0
0 

44,187,136,403.0
0 

41,116,372,914.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 
DANA 
PERIMBANGA
N 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.03.2.01.00
05 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah   
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      Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan 
Partai Politik, 
Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala 
Daerah, serta 
Pemantauan Situasi 
Politik di Daerah 

0.00 
Laporan 

0.00 
Laporan 

100,000,000.00 575,228,000.00 575,228,000.00 475,228,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

4. 8.01.04 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
DAN 
PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKAT
AN 

- - - 250,000,000.00 224,920,000.00 224,920,000.00 -250,000,000.00             0.00   
 

  8.01.04.2.01 Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan 
Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Terpenuhinya 
pendataan 
Ormas/LSM yang 
aktif di Purwakarta 

- 100 
Persen 

250,000,000.00 224,920,000.00 224,920,000.00 -25,080,000.00     - - 
- 

Ormas/LSM   0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.04.2.01.00
03 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 
  

 

      Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa 
Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah 

12.00 
Orang 

12.00 
Orang 

250,000,000.00 224,920,000.00 224,920,000.00 -25,080,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

5. 8.01.05 PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
KETAHANAN 
EKONOMI, 
SOSIAL, DAN 
BUDAYA 

- - - 500,000,000.00 499,981,000.00 180,965,900.00 -500,000,000.00             0.00   
 

  8.01.05.2.01 Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan 
Pelaksanaan 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 

Meningkatkan 
Pengetahuan 
wawasan 
kebangsaan 
pengamanan hari-
hari tertentu 

- 100 
Persen 

500,000,000.00 499,981,000.00 180,965,900.00 -319,034,100.00     - - 
- 

Masyarakat   0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 
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8.01.05.2.01.00
03 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 
  

 

      Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pelaksanaan 
Kebijakan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

0.00 
Orang 

125 
Orang 

100,000,000.00 100,000,000.00 130,978,900.00 30,978,900.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.05.2.01.00
04 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 
  

 

      Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, 
Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

0.00 
Orang 

10 Orang 50,000,000.00 49,987,000.00 49,987,000.00 -13,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.05.2.01.00
05 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 
  

 

      Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi 
Kerukunan Umat 
Beragama dan 
Penghayat 
Kepercayaan di 
Daerah 

0.00 
Laporan 

0 
Laporan 

350,000,000.00 349,994,000.00 0.00 -350,000,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

6. 8.01.06 PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 
FASILITASI 
PENANGANAN 
KONFLIK SOSIAL 

- - - 1,350,000,000.00 1,369,106,500.00 1,369,106,500.00 -1,350,000,000.00             0.00   
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  8.01.06.2.01 Perumusan 
Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Penanganan Konflik 
Sosial 

Kualitas 
penyelanggaraan 
kegiatan dalam 
upaya menjaga 
komunikasi, 
keamanan,ketertiban 
pemerintahan dan 
masyarakat 
kabupaten 
purwakarta 

- 100 
Persen 

1,350,000,000.00 1,369,106,500.0
0 

1,369,106,500.00 19,106,500.00     - - 
- 

TNI,Polri,dan 
OPD 

  0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.06.2.01.00
04 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 
  

 

      Jumlah Orang yang 
Mengikuti Koordinasi 
di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

1.00 
Orang 

16 Orang 150,000,000.00 100,089,500.00 100,089,500.00 -49,910,500.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.06.2.01.00
05 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah   

 

      Jumlah Laporan 
Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga 
Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik 
di Daerah 

0.00 
Laporan 

5 
Laporan 

500,000,000.00 621,510,000.00 621,510,000.00 121,510,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
8.01.06.2.01.00
06 

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 
  

 

      Jumlah Dokumen 
Hasil Pelaksanaan 
Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah 
Kabupaten/Kota 

0.00 
Dokumen 

2 
Dokumen 

700,000,000.00 647,507,000.00 647,507,000.00 -52,493,000.00 Kab. 
Purwakart
a, Semua 
Kecamata
n, Semua 
Kel/Desa 

PENDAPATA
N ASLI 
DAERAH 
(PAD) 

- - 
- 

    0.00 BADAN 
KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

 

  
J U M L A H  10,509,398,223.00 51,578,977,434.00 51,381,227,637.00 40,871,829,414.00 

    
0.00 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan 

pada Renstra Bakesbangpol 2024-2026 serta disesuaikan pula dengan kemampuan 

dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten 

Purwakarta, dilandaskan dengan baik untuk mengembang visi dan misi yang 

ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Demikian Perubahan 

Renja 2024 disusun serta dapat bermandaat dan berguna untuk kepentingan 

pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 yang akan dicapai nantinya. 

Purwakarta,31 Juli 2024  

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Purwakarta 

 

 

 

YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP., M.Si 

NIP 19790402 19981 01 001 
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